
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi 
Sumatera Utara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4346); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem 
perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarr-bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54g5); 

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat Desa serta untuk percepatan 
pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi 
di Perdesaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pembangunan kawasan perdesaan di daerah berdasarkan 
pendekatan pembangunan yang partisipatif; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf (a), maka perlu menetapkan Peraturan Bupali tentang 
Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten 
Serdang Bedagai. 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR f3 TAHUN 2021 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

Mengingat 

Menimbang 



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2~14 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah c:iiubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5657); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
88, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5694); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 236); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan 
Kawasan perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 395); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Pedoman 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Pemerintah Daerah adaJah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 
4. Wakil Bupati adaJah Wakil Bupati Serdang Bedagai. 
5. Pemcrintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

6. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD, adalah unsur pembantu 
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, 
badan, dan kantor. 

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemcri n tahan. 

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwcnang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakal setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau 
hak tradisicnal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesai.uan Republik Indonesia. 

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten 
dalam wilayah kerja kecarnatan. 

10. Pemcrintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN 
KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang 
Bedagai Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai Tahun 2013 Nomor 12); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Serdarig Bedagai Tahun 2019 
Nomor 7) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa; 

17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2015 
tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten 
Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
Tahun 2015 Nomor 14). 



(1) Perpbangunan kawasan perdesaan dimaksudkan untuk mengembangkan pusat 
pe umbuhan baru melalui peningkatan keterkaitan pusat pembangunan lokhl 
de gan wilayah sekitarnya yang masuk dalam RTRW. I 

(2) Tuj an Pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat d~n 
ingkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/ atau 

pc bcrdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif di wilayah 
esaan serta mendorong Desa menjadi Desa Mandiri dan/ atau Desa 
em bang. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

11. Pe nerintah Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di 
wi ayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan 
be tanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. 

12. R cana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, 
ad ah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
ta un. 

13. Re cana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
pe jabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

14. Re cana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, 
ad ah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan RTRW Provinsi dan 
pefsyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah 
ka upaten. 

15. Ta a Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
16. P~r~angunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

u~t:k sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 
17. K8j asan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 

te asuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
pat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
kegiatan ekonomi. 
bangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang 
sanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan 
pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang 

ksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 
19. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disebut TKPKP, 

adf1ah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai 
dexgan tingkat kewenangannya. 

20. Re cana Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disebut RPKP, adalah 
re . cana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang 
di · alamnya memuat program pembangunan. 

21. M syawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut 
M srenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur 
m syarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan 
pri ritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai 
ole Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, 
da /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 



Peneta an kawasan perdesaan memperhatikan: 
a. Kegi tan pertanian; 
b. Pen elolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; 
c. Tern at pemukiman perdesaan; 
d. Tern at pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan; 
e. Nilai strategis dan prioritas kawasan; 
f. Kes asian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten; 
g. Ke "fan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; 
h. Kete aduan dan keberlanjutan pembangunan. 
i. produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, 

pen pungan basil pertanian, dan penanganan pasca panen 
j. Pen olahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian 
k. Us a perikanan 
1. Paririsata; dan/ atau 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan 

(1) asan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati 
de gan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. 

(2) Pe gusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dib ntu oleh pihak ketiga. 

(3) Ka asan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud 
pa a ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan 
tuj an sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). . 

(4) Ka· asan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (~) 
dis pakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam 
be tuk surat kesepakatan kawasan perdesaan. ' 

(5) Su at kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dis rahkan kepada Bupati. 

(6) Ka asan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ay t (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang 
wil yahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Pengusulan Kawasan Perdesaan 

Penyel nggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi: 
a. Pe gusulan kawasan perdesaan; 
b. Pe etapan dan perencanaan kawasan perdesaan; 
c. Pel ksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan 
d. poran dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. 

Pasal 3 

BAB III 
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 



( 1) Pe bangunan Kawasan Perdesaan harus rnemperhatikan RTRW, keserasian dan 
kesrimbangan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup; 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

Pasal 10 

RPKP etidak-tidaknya memuat : 

a. isu trategis kawasan perdesaan; 

b. tuju n dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; 

c. stra egi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; 

d. prog am dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; 

e. indi ator capaian kegiatan; clan 

f. keb tuhan pendanaan. 

Pasal 9 

( 1) Ka!;asan Perdesaan harus memiliki Dokurnen RPKP yang disusun oleh TKPKP 
Ka upaten; 

(2) RP sebagairnana dirnaksud ayat {l) rnerupakan rencana pembangunan jangka 
me engah yang berlaku selama 5 (lirna) tahun yang di dalamnya memuat program 
pe bangunan yang dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan 
ke utuhan kawasan. 

Pasal 8 

(l)Unt k menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, meliputi pengusulan, 
perletapan, perencanaan, dan pelaporan serta evaluasi dibentuk TKPKP. 

(2) Ke aggotaan TKPKP terdiri dari unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 
ter ait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerja sama Antar Desa, dan tokoh 
ma yarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(3) TK KP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping Desa. 

Pasal 7 

cana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) berada di seluruh kecamatan 
g berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. 
asan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
awasan Perdesaan Agrobisnis (Usaha Ekonomi berbasis Pertanian); 
awasan Perdesaan Agrowisata (Pariwisata berbasis Pertanian); 
awasan Perdesaan Wisata Air; 

~awasan Perdesaan Perikanan/ Minapolitan 
awasan Perdesaan Peternakan; dan 
awasan Perdesaan Agropolitan. 

( 1) Re 
ya 

(2) 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Pasal 6 

m. Kegi tan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi Desa (BUMDes Bersama) 



( 1) Pe bangunan berskala kawasan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten rnelalui perangkat 
datrah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

Pasal 14 

Bentu · keikutsertaan masyarakat Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan 
sebag imana dimaksud dalarn Pasal (12) dalam hal: J 

a. me , berikan inforrnasi mengenai rencana program dan kegiatan pernbangunan 

d k l. an menyepa ah 
I 
I 

kaw san pcrdesaan; 
b. me fasilitasi musyawarah Desa untuk rnernbahas 

pen ayagunaan aset Desa dan Tata Ruang Desa; dan 
c. me gembangkan rnekanisrne penanganan perselisihan sosial. 

Pasal 13 

Pernb ngunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, 
Perner ntah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib 
mend yagunakan potensi surnber daya alam dan sumber daya manusia serta 
mengi utsertakan Pemerintah Desa dan rnasyarakat Desa. 

Pasal 12 

(1) danaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersurnber dari: 
a. nggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 

nggaran Penclapatan clan Belanja Daerah Kabupaten; 
d. nggaran Penclapatan dan Belanja Desa; dan/ a tau; 

umber lain yang sah clan tidak rnengikat. 
(2) Pe bangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat 

da rah yang terkait dalarn hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Be anja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/ atau 
An garan Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten. 

(3) Pe bangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pernerintah Desa dalam hal 
pe danaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(4) Bu ati dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau 
Pe erintah Desa untuk rnclaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam 
h pendanaan berasal dari surnber lain yang sah dan tidak rnengikat. 

Pasal 11 

(2) Pel ksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program 
da kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilakukan 
ole pemerintah, swasta dan/ atau masyarakat di kawasan perdesaan. 



a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait; 
b. Camat; 
c. Kepala Desa; 
d. Ketua Sadan Kerja Sama Antar-Desa Kecamatan; dan 
e. Tokoh Masyarakat. 

(3) T PKP Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
b rtugas un tuk: 

a. Mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan; 

(2) 

Pasal 17 
I 

I 
I 
I 

T PKP Kabupaten Serdang Bedagai menyelenggarakan pembangunan kawasl 
pl~desaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. I 
Tf PKP Ka bu paten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 
d ri unsur: 

( 1) 

BAB IV 

KELEMBAGAAN 

(1) Pe aporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis 
de a dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana 
Pe bangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). 

(2) Pe aksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati 
me alui Bappeda Kabupaten. 

(3) La oran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Ba peda Kabupaten tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak 
di ulainya pelaksanaan pembangunan. 

Pasal 16 

Pemb ngunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal desa dilaksanakan oleh 
pemer ntah Desa dan/ atau Kerja sama antarDesa. 

Bagian Keempat 

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 

Pasal 15 

(2) Pe erintah Pusat dan/ atau pemerintah provinsi dapat menugaskan pemerintah 
da rah kabupaten untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan 
be dasarkan asas tugas pembantuan; 

(3) Pe bangunan Kawasan dilaksanakan oleh rnasing-masing perangkat daerah 
ten ait atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati, berdasarkan masukan 
d . TKPKP; 

(4) Pefunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan 
kefada TKPKP; 

(5) Pe laksanaan Pembangunan dilaksanakan di lokasi kawasan perdesaan yang telah 
dit tapkan oleh Bupati dan mengacu kepada dokumen RPKP. 



BERI A DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 NOMOR I~ 

H. M. AISAL HASRIMY 

SEKR TARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

Diun angkan di Sei Rampah 
pada [anggal 

/\J) 
D~~WIJAYA 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal ~ A Qf\ I "2.o "2.l 

I 

Agar etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. : 

Perat ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan 
perdesaan (RPKP); 

c. Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal 
didelegasikan oleh Bupati; dan 

d. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja 
pembangunan kawasan perdesaan. 

' , 


